
PROVINS! SU TERA SELAT AN 

UPATI LAHAT 
NOMOR 1.2. TAHUN 2020 

TEN~ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS/_~ERATUR.A.N BUPATI LAHAT 

NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG 
I I 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
! I 

Menimbang 

T1HUN ANIGARAN 2020 ?-

DENGAN RAHMAT T~HAN YANG MAHA ESA 

; BUPATr LAHAT, 

a. bahwa untuk m1Iaksanakan Peraturan Menteri Keuangan RI 

Nomor 35 Tahun/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anqqaran 2020 dalam Rangka 

Penanganan PaAdemi Corona ~~rus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Menci hadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian ~asional dan Keputusan Bersama Menteri 

DalamI Negeri d'1n Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 

Nomoi, 177/KM~.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendf atan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam 

Rangkk Penanglnan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) 

serta Pengama1~n Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian 

Nasio~al perlu rakukan refocusing kegiatan dan realokasi 

anggaran pad a 1PBD Kabupaten Lahat T ahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasaf kan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat Tentang 

Perubahan Kedu:a.aJas Penilur~p ByP."ti Lahat Nomor 31 tahun 

2019 ~entang Pj f]jabaran f~~g
1
~rap Pendapatan dan BelanJa 

Daera~ Tahu~ ~r·~g_a_ ~an 2020. 

I 
Mengingal .... 

I . i 
I I 
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Mengingat 1. Undang-Undan Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkjt II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 

(Lembaran Negr a Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ; 

2. Undang-U ndanJ Nomor 12 Tahun 1985 ten tang Pajak bumi dan 

Bangunan (Lej\,aran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomo
1
r 3312) I ebagaimana telah diubah dengan Undang­

unda~g Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

lndonrsia Tahu 
1

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undan~ Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara n Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi dan Nep tisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 No or 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-UndanJ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Neg+ {Lemfan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Noma( 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4286); 

I 
5. Undang-Undan 

Pemb
1
endahara n 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
I 

Republik lndon sia Nomor 4355); 

6. Undang-Undan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan da tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Nega~a Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lemb
1 

ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7. Unda~g-Undan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Pere~canaan embangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Inda esia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lemb
1
aran Neg ra Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

8. Undapg-Undan , Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Ant ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Neg ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
I ~ 

dan ~etribusi ~aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu12009 Noror 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Norn r 5049); 

10. Undang-undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

DaerJh (Lemb ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
I 

Nomqr 244, Talmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nom~r 5587) sragaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undaj g-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keta atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Pemer ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Reprk lndon sia Nomor 5679) 

11. Peratl ran Pe erintah Nomor 23 T ahun 2005 tentang 

Pengj lolaan K uangan Sadan Layanan Umum sebagaimana 

telah ldiubah d ngan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

20121 

! 
i 

12. Peraturan Pem rintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
' 

Akuntasi Peme lntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 N mor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Norn , r 4503); 

13 ..... 
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13. Per~turan Peme
1
intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Penmbangan (LTmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Peme
1
intah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

\nformi si Keua, gan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran 

NegarJ Republik 
1
1ndonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Peme intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan LemTan Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemef tah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 

Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal 

(Lembaran Neg+ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tamba an Lemr an Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemer ntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuan~an dan inerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
I 

Republ,ik lndon sia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
I 

Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4614); 
I 

18. Peraturan Pemertah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembar1n Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

i 
19. Peraturan Pemertah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembi1aan dan IPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomorl 73, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomon6041 ); 
I 

I 20 .... 
I 
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20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 201 7 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota De van 

Perwakilan RakJat Daerah (Lembaran Negara Republik 
I 

Indonesia Nomor p057); 

I 
21 . Peraturan Pemdrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keu'angan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor42; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun 2020; 

23. lnstruksi Presideh Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta 

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan 
I 

penanganan Corona Virus Diseas (Covid-19); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
I 

Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
' 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
I 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
I 

I 
25. Peraturan Mente · Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemqerian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari 
I 

ngggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana te ah bebarapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Perubahan KetigJ Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011/ tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial y! ng bersumber dari APBD· 
l 
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26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyus/ nan APBD T ahun Anggaran 2020; 

27. Peraturan Menteri/ Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkun~an Pem, rintah Daerah; 

I I 
28. Peraturf n Mente~· Keuangan RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Tra sfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
I 

Anggaran 2020 alam Rangka Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 20 j 9 ( Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran 

Daerah Kabupatet Lahal Tahun 2012 Nomor 10); . 

29. Keputusan Bers1ma Menteri Dalam Negen dan Menter, 

Keuangan Nomo/ 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 /2020 

tentang: Percepatl n Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja! Daerah / Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan 

Corona/ Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan 

Daya 71; Masyarf kat dan Perekonomian Nasional; 

30. Peraturan Daeralil Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 

tentang/ Pokok- okok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana t /ah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lahat ahun 2012 Nomor 10); 

31. Peraturan Daera Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 

tentang; Pajak D erah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat 

Tahun 2011 Norn r 03)· I I 

I 
32. Peraturan Daera Kabupaten Lahat Nornor 04 Tahun 2011 

tentang! Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat 

Tahun 2011 Norn r04)· I I 

/ 33 ..... 
' 
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2014 

tentang Penyertaan Modal Oaerah l(abupaten Lahat kepada 

Bank Sumsel Babel Cabang Lahal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 5); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupalen 
I 

Lahat Tahun Anggaran 2020. 
I 

I 

I 
35. Peraturan Bupati Lahat Nornor 31 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran An~garan Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lah~t Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah 
I 

diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 09 Tahun 2020 
I 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 31 
I 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ~abupaten Lahat Tahun Anggaran 2020. 

I 
I 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUP+ I LAHAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN

1 
BUPATI LAHAT NOMOR 31 TAHUN 2019 

TENTANG PENJA~ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapa~an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
terdiri dari : 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 
Rp 1.946.162. 778.004,00 v 

b. Berkurang 
Rp (269.605.936.509,00) 

Jumlah Pendapatan ' 
s'etelah Rp 1.676.556.841.495,00 / perubahan I 

2 ..... 
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2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp 2.042.838. 726. 704,00 t 

b. Berkurang Rp (366.281.885.209,00) V 

Jumlah Belanja setelah Rp 1.676.556.841.495,00 t 
perubahan 

Defisit setelah perubahan Rp (00,00) 

3. Pembiayaan Daerah 
I 

a) Penerimaan Pembiayaari 
I 

1.Semula I Rp 97.675.948. 700,00 

2. Berkurang I Rp (97.675.948.700,00) I 
I 

Jumlah Penerimaan Rp 00,00 
Pembiayaan setelah 

I 

perubahan 

b) Pengeluaran Pembiayaan 

1. Semula Rp 1.000.000.000,00 

2. Berkurang Rp (1.000.000.000,00) 

Jumlah Pengeluaran Rp 00,00 
Pembiayaan setelah 
perubahan . 

Jumlah Pembiayaan r etto Rp 00,00 
setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan Rp 00,00 
I 

anggaran setelah 
I 

perubahan 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Ang aran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirin i lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati 

ini. 
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I 
Pasal3 

I 
I 

Lampiran sebagaimana dimaksud ,dalam Pa~al 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diJ dangkan. 

I s t· · · Agar setiap orang mengetahuinya, meme1intahkan pengundangan Peraturan upa t tnt 

dengan penempatan dalam Serita Daerah. 

Diundangkan di Lahat 

Pada Tanggal 2.3 April 2020 

Ditetapkan di Lahat 

Pada Tanggal 23 April 2020 

7nuPATI LAU.AT, . 

[f'CII< UJANG f 

SE ' T ARIS DAERAH KABUPATEN HAT, 

J RSYA f 

B H KABUPATEN LAHAT 
) 

UN 2020 NOMOR .. . :1. 
I 
I 
I 
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